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PUTUSAN
Nomor 0959/Pdt.G/2023/PA.KIt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
Sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara Cerai Gugat antara,;

Penggugat , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di xxxxx xxxxxxx, Rt 001 Rw 004, Desa Jetis,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXKK, XXXXXXXXX XXXXXX, sebagali
Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 36 tahun agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
XXXXX XXXXXXX, Rt 002 Rw 001, XXXX XXXXX, XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXK,  XXXXXXXXX XXXXXX (rumah lbu Maryati),
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 04 Juli

2023 yang telah didaftar  dalam Register Perkara Nomor

0959/Pdt.G/2023/PA.KIt, tanggal 04 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai

berikut:
1. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX
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XXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0162/08/V111/2016, tertanggal 22 Agustus 2016. Pada saat menikah
Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas selama 4
tahun 7 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Kanaya Sabira
Alfathunissa binti Eko Purwanto, perempuan, lahir di Klaten, 25-03-2017,
usia 6 tahun; saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa sejak November 2020 hukungan antara Penggugat dan Tergugat
mulai tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di
sebabkan oleh:

a. Tergugat jarang memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

b.  Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga

dengan cara memukul Penggugat;

c. Tergugat sering bermain ke rumah temanya tanpa mengenal

waktu;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada April 2021
Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah bude/tante
Tergugat yang beralamat di XXXXX XXXXXXX, XX XXX XX XXX, XXXX XXXXX,
XXXXXXXXK XXXXXXXKX, XXXXXXXXX XXXXXX, Sampai saat ini sudah berlangsung
selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi
tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klaten kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini;
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Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap

Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Klaten, sedangkan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati
Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi
Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa;

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK
3310266912960002 tanggal 20 November 2017 yang dikeluarkan di
Kabupaten Klaten bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya
(Bukti P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0162/08/VI111/2016, tertanggal
22 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA)
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XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX, bermeterai cukup dan
telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
B. Saksi;
1. Nuri Waljanti binti Darusman, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
XxXxxx, bertempat tinggal di Dukuh Dagen, RT 001 RW 002, Desa
Wonoboyo,  XXXXXXXXX  XXXXXXXXX, Kabupaten Klaten. Di depan
persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:
e Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
teman Penggugat dan pernah sebagai pengasuh anak Penggugat
dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
kediaman di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak,
diasuh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat
jarang pulang ke rumah, Tergugat sering mabuk dan pernah
melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan
Tergugat, saksi saksi tidur di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah 1 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah
Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak
bercerai namun tidak berhasil;
2. Maryati binti Wijosumarto, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan
mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dukuh Nglandon, RT 002
RW 001, Desa Jotun, XXXXXXXXX XXXXXXxXX, Kabupaten Klaten. Di depan
persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tante Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah
pada tahun 2016;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat
kediaman di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak,
diasuh Penggugat;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat
tidak pernah pulang kerumah dan sering bersikap kasar kepada
Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan
Tergugat saat main kerumah saksi;

- Bahwa sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat
sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah
Penggugat dan pulang ke rumah saksi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar tidak
bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah
terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in

judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai
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pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Klaten, maka perkara ini secara
relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Klaten untuk
memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan
Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena
itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa
secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil

syar'i :
4 > b | i‘.."a PrL e ,.u J:o.\ml" I>'.§:- N ‘go u;'. e

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia
dipandang sebagai mangkir/abai dan tidak ada hak baginya“
(Ahkamul Qur-an Il : 405) ;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata
khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka
berdasarkan azas lex specialis derogat legi generalis ketidakhadiran Tergugat
dalam perkara ini dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam
namun demikian sejalan dengan maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dan pasal 283 R.Bg serta Pasal 1865 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata maka wajib bukti tetap dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2, serta dua (2) orang
saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan fotokopi akta autentik
yang sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 164 H.I.R. juncto Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10
Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk Penggugat) telah ternyata terbukti bahwa identitas Penggugat benar
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 setelah diperiksa dengan seksama
ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang masih
terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 21 Agustus
2016 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan
Penggugat telah beralasan atas hak atau memiliki dasar hukum yang sabh;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur
dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta  yang
dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan
oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi
syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang telah
dikuatkan dengan bukti surat dan bukti saksi telah diperoleh fakta sebagai
berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang
menikah sejak tanggal 21 Agustus 2016;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2
tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2
tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

3. Bahwa telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun
kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

dne o Y10l e 7o) ) sal 13) S 2 e s o e gl

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku

selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
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sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan
suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno
Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama angka 4 menyatakan: "Gugatan
cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan bahwa rumahtangga sudah
pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai
tapi tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu
pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami
istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang
ditemukan dalam persidangan (seperti masalah nafkah, Tergugat, dll). Surat
Edaran tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan Surat Edaran
Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018, juga Tentang Pemberlakuan
Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khususnya Rumusan Kamar Agama huruf
A angka 1 yang menyatakan bahwa “Hakim hendaknya mempertimbangkan
secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena
perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral,
mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi
struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh
karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika sudah pecah (broken
marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta di atas, yaitu tidak
berhasilnya usaha damai pihak keluarga, terpisahnya Penggugat dengan
Tergugat selama 2 tahun lebih tanpa komunikasi yang baik, serta kedua belah
pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri,
maka indikator-indikator pecahnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat
telah nyata terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
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Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari
Kamis, tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah
1444 Hijriyah, oleh kami Teddy Lahati, S.H.l, M.H. sebagai Hakim Pemeriksa,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Hakim Pemeriksa tersebut dan dibantu oleh Leny Legawati, S.H.,
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Hakim Pemeriksa
ttd
Teddy Lahati, S.H.l, M.H

Panitera Pengganti,

ttd
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Leny Legawati, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran . Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 225.000,00
4. Redaksi putusan . Rp. 10.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00
6. PNBP Putusan : Rp. 20.000.00
Jumlah . Rp. 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu

rupiah)
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